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ABSTRAK

MUH DANAR GEMILANG, Nomor Induk Mahasiswa E051201029,
Program Studi llmu Pemerintahan, Fakultas llmu Sosial dan limu Politik,
Universitas Hasanuddin. Menyusun skripsi yang berjudul “Peranan
Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bone”,
dibawah bimbingan Dr. H. A. M. Rusli, M.Si. sebagai Pembimbing Utama
dan Saharuddin, S.IP. M.Si. sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah daerah
dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bone. Peneliti menggunakan
metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu memberikan gambaran atau
penjelasan yang tepat mengenai permasalahan yang dihadapi dengan
didukung olehdata sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini melihat bahwa Peran Pemerintah Daerah Kabupaten
Bone dalam melakukan pengelolaan sampah menggunakan Peraturan
Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan
sampah di Kabupaten Bone yang terdiri dari pemilahan sampah,
pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan
pemprosesan akhir telah optimal. Hal ini juga dibuktikan oleh peneliti dari
keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Bone yang telah meraih
penghargaan Adipura. Namun meskipun begitu peneliti melihat bahwa
masih perlu adanya peningkatan dalam pengelolaan sampah di
Kabupaten Bone terutama pada fasilitas seperti penambahan armada truk
sampah dan motor sampah. Sementara itu, faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah di Kabupaten Bone
terdiri dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung seperti
luas lahan, satuan petugas lingkungan, dan inovasi pemerintah daerah.
Sedangkan untuk faktor penghambat yaitu sarana dan prasarana yang
kurang memadai serta jarak tempuh antar wilayah pengangkutan sampah.

Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Daerah, Pengelolaan, Sampah,
Kabupaten Bone
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ABSTRACT

MUH DANAR GEMILANG, Student Identification Number E051201029,
Government Science Study Program, Faculty of Social and Political
Sciences, Hasanuddin University. Compiled a thesis entitled “The Role of
Government in Waste Management in Bone Regency”, under the
guidance of Dr. H. A. M. Rusli, M.Si. as the Main Supervisor and
Saharuddin, S.IP. M.Si. as Co-Supervisor.

This study aims to determine the role of local government in waste
management in Bone Regency. Researchers use descriptive qualitative
research methods, namely providing a precise description or explanation
of the problem at hand supported by secondary data and primary data.
The data collection techniques used are interviews, observations and
literature studies.

The results of this study show that the role of the Bone Regency Regional
Government in carrying out waste management using Bone Regency
Regional Regulation Number 9 of 2023 concerning waste management in
Bone Regency which consists of waste sorting, waste collection, waste
transportation, waste processing, and final processing has been optimal.
This is also evidenced by the success of the Bone Regency government,
which has won the Adipura award. But even so, researchers see that there
is still a need for improvement in waste management in Bone Regency,
especially in facilities such as the addition of a fleet of garbage trucks and
garbage motorbikes. Meanwhile, the factors that influence the success of
waste management in Bone Regency consist of supporting and inhibiting
factors. Supporting factors include land area, environmental officer units,
and local government innovation. Meanwhile, the inhibiting factors are
inadequate facilities and infrastructure and the distance between waste
transportation areas.

Keywords: Role, Local Government, Waste Management, Bone Regency
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1.1.

BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Meningkatnya tingkat populasi, pertumbuhan ekonomi,
urbanisasi yang cepat dan kenaikan standar hidup masyarakat
telah mempercepat adanya penumpukan sampah. Sampah adalah
masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat karena sampah
merupakan buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia yang
tidak terpakai. Jumlah sampah ini setiap tahun terus meningkat
sejalan dan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas
kehidupan masyarakat atau manusianya serta kemajuan ilmu
pengetahuan teknologi yang menghasilkan pula pergeseran pola
hidup masyarakat yang cenderung konsumtif. Pengelolaan sampah
telah menjadi isu yang penting selain masalah lingkungan lainnya,
di negara-negara berkembang, oleh karena itu pemerintah perlu
menyediakan fasilitas pengelolaan sampah menggunakan teknologi
baru agar sampah tersebut dapat ditangani dan tidak lagi
menyebabkan polusi lingkungan dan bahaya kesehatan.

Lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan
daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah
perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada
dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan

manusia



dan organisme lainnya. Lingkungan juga diartikan sebagai segala
benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam
ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup
termasuk kehidupan manusia.

Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pascaamandemen
(selanjutnya disebut UUD 1945) menyebutkan bahwa setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan. Jaminan hak asasi manusia
terhadap lingkungan yang baik dan sehat dalam konstitusi di
Indonesia merupakan hak asasi dari setiap manusia, diantara
jaminan hak asasi manusia yang lain. Secara tersirat konsep
negara kesejahteraan atau welfare state sebagaimana yang
tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) bahwa Bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta Ayat
(4).

Terdapat ketentuan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang
isinya berupa akomodasi perlindungan konstitusi (constitutional
protection), baik terhadap warga negaranya untuk memperoleh
lingkungan hidup yang memadai maupun jaminan terjaganya

tatanan lingkungan hidup yang lestari atas dampak negatif dari



aktivitas perekonomian nasional. Secara khusus dalam Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah
(selanjutnya disebut UU Pengelolaan sampah) secara formil
merupakan wujud pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat, sesuai dengan ketentuan
Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Undang-undang ini menjadi
payung hukum pengelolaan sampah secara terpadu dan
komprehensif yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat
untuk memperoleh layanan pengelolaan sampah yang baik, di
samping mengatur kejelasan hak, tugas, wewenang, dan tanggung
jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

UU Pengelolaan sampah juga memberikan kewenangan
terhadap Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota dalam
pengelolaan sampah, sesuai dengan wewenang otonomi daerah.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), pada Pasal 12 Ayat (2)
dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi
kewenangan pemerintahan daerah. Pengendalian lingkungan hidup
ini, diantaranya termasuk pengelolaan sampah, yang diantaranya
meliputi pengumpulan, pengangkutan, penampungan,
pemusnahan/  pengolahan,  maupun penyediaan tempat
pemrosesan akhir sampah (TPA).

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi



masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan
karakteristik sampah yang semakin beragam. Pertambahan
penduduk menuntut orang agar lebih praktis dalam pemenuhan
kebutuhannya. Praktis dalam hal ini tidak hanya dari sudut tenaga
saja melainkan juga produk tersebut harus praktis digunakan oleh
masyarakat. Dalam menghadapi tuntutan masyarakat yang tingkat
mobilitasnya tinggi sehingga kepraktisan sudah menjadi kebutuhan,
ternyata juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Salah
satu dampak yang muncul adalah semakin banyak volume sampah
yang menimbulkan masalah tersendiri terhadap lingkungan.
Sebagai contoh tempat makan yang hanya sekali pake, plastik
yang susah untuk diuraikan alam dan juga sampah organik yang
berupa makanan.

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan
juga berasal dari proses alam yang berbentuk padat. Potensi
munculnya sampah adalah setiap orang atau akibat proses yang
menghasilkan timbulan sampah. Pengelolaan sampah selama ini
belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang
berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak
negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan seperti
pencemaran udara, air dan juga tanah.

Permasalahan sampah telah menjadi isu global karena

terjadi diberbagai tempat dengan menimbulkan dampak yang



cukup bervariasi. Salah satu persoalan sampah yang cukup
fenomenal yaitu menyangkut pencemaran baik pencemaran tanah,
udara dan air. Pencemaran itu terjadi akibat dari perbuatan
manusia yang tidak terukur dan cenderung mengabaikan dampak
negatifnya. jika pengolahan sampah tidak ditangani dengan baik
akan berimbas pada menurunnya kualitas kehidupan, keindahan
lingkungan, potensi terjadi banjir akan lebih besar karena tidak
menutup kemungkinan sampah area tersebut akan menghalangi
arus air sehingga terjadi bencana alam seperti banjir dan
menurunnya kualitas kesehatan warga masyarakat yang tinggal di
sekitar area polusi sampah. Menurut ahli kesehatan, polusi
sampah, mengakibatkan dampak buruk terhadap kesehatan. Hal ini
mengakibatkan berbagai macam penyakit bisa ditimbulkan di area
polusi sampah tersebut seperti terindeksi saluran pencernaan |,
tifus, disentri, dll. Faktor pembawa penyakit tersebut adalah lalat
dan berkembangnya nyamuk-nyamuk yang menginfeksi manusia
dikarenakan sampah yang menggunung.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang
menggunakan sistem landfill akan menghasilkan bau busuk yang
berasal dari tumpukan sampah yang mengalami proses
dekomposisi secara alami sehingga menghasilkan gas ammonia,
hidrogen sulfida dan metana. Gas tersebut kemudian menyebar

sehingga dapat mempengaruhi kualitas udara di TPA. Kualitas



udara yang buruk dapat mengganggu kesehatan lingkungan dan
masyarakat disekitarnya, sehingga dapat meningkatkan penyakit
gangguan saluran pernafasan pada masyarakat di sekitar TPA.

Berdasarkan UU Pengelolaan sampah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
(selanjutnya disebut PP Persampahan), menginstruksikan kepada
pemerintah untuk melakukan upaya kebijakan strategi nasional
dalam hal pengelolaan sampah. Sejak penetapan UU
Persampahan, kemudian dilakukan kajian dan evaluasi kebijakan
yang telah menerapkan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle),
ternyata masih menemukan sejumlah persoalan sampah di tingkat
nasional yang diperkirakan terus mengingkat tiap tahunnya.

Sampah menjadi masalah pelik di Kabupaten Bone. Pada
tahun 2021, volume sampah Kabupaten Bone di 3 (tiga)
Kecamatan: Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat,
Tanete Riattang Timur menghasilkan sampah sebesar 27.141,77,
sementara pengurangan sampah yang dilakukan sebesar 6956,59.
Hal ini tentu saja menunjukkan jumlah sampah yang besar tidak
sebanding dengan pengurangan sampah yang dilakukan oleh
pemerintah dan masyarakat setempat.

Dalam pengelolaannya, pemerintah Kabupaten Bone masih

mengandalkan sistem semi open dumping yang pembuangannya



berpusat di TPA Passippo. Pengelolaan sampah di wilayah
perkotaan dengan luas 126.35 km2 dengan jumlah penduduk
145.394 jiwa dibandingkan jumlah tenaga kebersihan yang dimiliki
Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 265 orang tentu ini tidak
sebanding. Data pegawai tersebut menyiratkan bahwa satu orang
petugas kebersihan melayani 396 jiwa penduduk.

Faktor sumberdaya manusia dan sumberdaya sarana dan
prasarana yang tindak mendukung dalam pengelolaan sampah di
Kabupaten Bone dari total penduduk 149.867 jiwa dengan luas
wilayah 126,35 hektar Kabupaten Bone di wilayah kecamatan kota
yaitu Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete
Riattang Timur dengan petugas kebersihan 265 orang tidak dapat
melayani secara maksimal dengan kata lain 1 orang petugas
kebersihan melayani 400 jiwa penduduk. Belum lagi sumberdaya
sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup
masih jauh dari kata cukup untuk melakukan pengangkutan
sampah dari rumah ke rumah. Masyarakat juga belum mengerti
mengenai pengelolaan sampah secara holistik yaitu masyarakat
masih menerapkan program konvensional yaitu menggunakan cara
timbun, angkut, buang yang harusnya pada masa dewasa ini
pengelolaan sampah minimal menerapkan pengelolaan sampah
reuse, reduce dan recycle dikarenakan dalam pengelolaan sampah

yang masih menerapkan konsep konvensional akhirnya dapat



membuat penumpukan di Tempat Pembuangan Akhir.

Tempat pembuangan Akhir masih menjadi kendala yang
sangat pelik dalam pengelolaannya yang masih semi Open
dumping dimana dalam persyaratannya seharusnya TPA
melakukan sistem Sanitary Landfill yaitu sistem pengelolaan
pemusnahan sampah dengan cara membuang dan menumpuk
sampah  dilokasi cekung, memadatkan dan kemudian
menimbunnya dengan tanah. Dalam Pengelolaan sampah
diharapkan peran serta masyarakat bukan lagi kumpul angkut
buang, tapi menekankan pada pemilahan sejak awal pengumpulan
dan juga pengolahan sampah berbasis rumah tangga.

Berdasarkan kondisi diatas, maka penulis tertarik meneliti
tentang “PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM

PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BONE”.



1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana peranan pemerintah Kabupaten Bone terhadap
proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan,
dan pemprosesan akhir sampah di Kabupaten Bone?

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang
mempengaruhi proses pengelolaan sampah di Kabupaten Bone?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran dari rumusan masalah diatas, maka

peneliti merumuskan tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah daerah
terhadap proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,
pengolaha, dan pemprosesan akhir sampah di Kabupaten Bone.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat
yang mempengaruhi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten
Bone.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan
menjadi kajian dalam studi lImu Pemerintahan, khususnya

mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Bone.



2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan
menjadi rekomendasi Kepada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bone.

3. Manfaat Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah
satu konstribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian
untuk mengembangkan ilmu khususnya lImu Pemerintahan
serta dapat menambah wawasan keilmuan peneliti dibidang

pengelolaan sampah.
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan penjabaran mengenai konsep dan
teori-teori yang digunakan guna memperjelas dan menganalisis masalah
penelitian secara lebih mendalam. Sehingga dapat mempermudah
memahami realitas yang ada. Konsep dan teori-teori tersebut digunakan
sebagai analisis terhadap masalah yang terjadi bersumber dari buku atau
referensi lainnya. Dalam membahas dan mengkaji masalah pada
penelitian ini, penulis membutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk
mendukung penelitian ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai
instrumen analisis terhadap permasalahan yang diangkat.
2.1.Peran Pemerintah Daerah

Menurut Gibson Ivancevich dan Donelly (dalam Soekanto, 2005:58)

peran adalah seseorang yang harus berhubungan engan dua sistem

yang berbeda, biasanya organisasi dan beberapa bagian dari

lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, peran didefinisikan sebagai

sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang

yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Dalam terminology sendiri peran dianggap seperangkat tingkah yang

diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam

bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s

task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang

dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Dengan demikian peran diartikan
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sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang
berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan
tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Peran
adalah  aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu
lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu
lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang
merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam
yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang
dilakukan (actual role) (Widodo, 2013).

Tedapat dua faktor, dalam melaksanakan peran yang yaitu faktor
pendukung dan penghambat. Tingkahlaku individu yang memutuskan
suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk
kepada pola perilaku yang diharapakan dari seseorang yang memiliki
status/posisi tertentu dalam organisasi atau system, hal tersebut
adalah definisi peran menurut Koentrajaraningrat, Bagaimana individu
harus bersikap dan berperilaku berdasarkan status dan fungsi
sosialnya dalam situasi tertentu juga merupakan definisi peran,
menurut Abu Ahmadi. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto
(2012) yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status),
apabila seseorang melaksankan hak dan kewajibannya sesuai
dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran
merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila

seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan
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kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan
kewajiban dalam kehidupan adalah sesuatu yang harus dilakukan
oleh setiap orang dalam menjalani kehidupannya. Dalam kamus
bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang
dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Kemudian yang
harus dilakukan di era reformasi, demokratisasi dan otonomi daerah
ini, harus menjadi momentum penting bagi perempuan, baik di tingkat
regional maupun nasional, untuk menentukan aktif dalam
berpartisipasi. bulat dan lonjongnya demokrasi dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, yang selama ini lebih banyak ditentukan
orang lain, sementara perempuan hanya menerima akibat yang tidak
menguntungkan. Optimalisasi untuk membangun civil society, dengan
memperjuangkan ruang publik sebagai tempat untuk semua warga
bangsa dalam mengembangkan kompetensinya, memberi peluang
dan kesempatanya bagi pemenuhan kebutuhan agar perempuan
dapat mencapai aktualisasi dirinya. Ini semua dapat direalisasikan
melalui kegiatan-kegiatan penyadaran dengan membongkar mitos,
terutama mengubah cara pandang dan pola pikir kita, baik kaum laki-
laki maupun perempuan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang
menjamin kesetaraan, hak asasi manusia, supermasi hukum dan
keadilan. Penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah
suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau

sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau
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kedudukan tertentu dan eksistensi perempuan yang dapat dipahami
oleh berbagai pihak, yang tentu saja tidak melupakan peren
perempuan dalam keluarga, seperti peran sebagai istri,
pendampingan suami, kendali keluarga, ibu atau orang tua, pendidik,
batu pertama banguanan sebuah keluarga sekaligus sebagai yang
memiliki hati penuh kasih dan sayang serta ketenangan sebagai

anggota masyarakat (Afilaily, 2022).

Sejalan dengan hal tersebut, berikut Jenis-jenis Peran Peran atau
role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

a. Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul
dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan
suatu peran.

b. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang
diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan
tertentu.

c. Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami
seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut
harapan dan tujuan peranan yangsaling bertentangan satu sama
lain.

d. Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan
secara emosional.

e. Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorangan

dalam mejalankan peranan tertentu.
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f. Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya
kita contoh, tiru, diikuti.

g. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan
seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan
perannya. Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, penulis
menggunakan jenis peran nyata (Anacted Role) yaitu satu cara
yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang
dalam menjalankan peran (Afriadi, 2018).

Sejalan dengan definisi peran, pemerintah dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang

memuat Susunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi

pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan

DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD

dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri

atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun
pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah
kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. dalam peran pemerintah
daerah, terdapat pula hak dalam mengurus wilayah nya tersendiri
tanpa campur tangan dari pemerintah pusat, hak ini dinamakan
otonomi daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak,
wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk
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meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan
pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (definisi otonomi daerah sebagai
berikut Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.” UU Nomor 23 Tahun 2014 juga
mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom,
selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di
negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali
beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat seperti:

1. Hubungan luar negeri

2. Pengadilan

3. Moneter dan keuangan

4. Pertahanan dan keamanan

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan
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hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus
diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang
lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam
mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang
ada di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan ketentuan diatas Konsep pemerintahan daerah sendiri
jika diliat secara bahasa dari terjemahan konsep local government
yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti
pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti
wilayah lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24). Pemerintah lokal pada
pengertian pertama, menunjuk pada organisasi/badan/lembaga yang
berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam konteks
ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi
yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, dalam
artian ini di Indonesia menunjuk pada Kepala daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua lembaga ini yang menggerakkan
kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua
lembaga ini dimaknai dengan Pemerintah daerah (local government
atau local authority). Pemerintahan lokal pada pengertian kedua,
menunjuk pada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan-kegiatan pengaturan.

Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya
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merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah
yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan
pemerintahan. Hal tersebut sama dengan fungsi pemerintah pusat
yang meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif.
Pemerintahan daerah (local government) pada dasarnya hanya
melaksanakan fungsi legislatif dan fungsi eksekutif sedangkan fungsi
yudikatif tetap ditangani pemerintah pusat. Fungsi legislatif yang
dilaksanakan oleh pemerintah daerah hakikatnya merupakan fungsi
pembuatan kebijakan pemerintahan daerah. Jadi, bukan fungsi
legislatif seperti halnya fungsi parlemen di mana dalam konteks
Indonesia fungsi ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Sementara itu, fungsi yudikatif dipegang oleh badan-badan peradilan
(Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan
Pengadilan lainnya). Hoessein berpendapat bahwa istilah legislatif
dan eksekutif juga tidak lazim digunakan pada local government.
Istilah yang lazim digunakan pada local government adalah fungsi
pembuatan kebijakan (policy making function) dan fungsi pelaksanaan
kebijakan (policy executing function). Fungsi pembentukan kebijakan
dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi
pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang diangkat/birokrat
lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24).
2.2. Konsep Pengelolaan Sampah

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau
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usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan
serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Berikut ini adalah
pendapat dari beberapa ahli terkait dengan definisi pengelolaan.
Menurut Wardoyo, memberikan definisi pengelolaan adalah
suatu rangkaian kegiatan yang berintikan  perencanaan,
pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (M. Rohman&Sodan Amri
2012:273).

Pengelolaan diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses
kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi
dan penggunaanpenggunaan sumber daya organisasi lainnya agar
mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Berdasarkan
definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan-perbedaan,
hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut
yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi,
benda, kelembagaan, dan ada yang menunjau pengelolaan sebagai
suatu kesatuan. Namun jika dipelajari, pada prinsipnya definisi-
definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama
(Anggraini, 2001).

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses
produksi baik domestik (rumah tangga) maupun industri. Dalam

Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,
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disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia

atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat

organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai

yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan

(Saoutro, 2016).

Dtinjau dari sumbernya, sampah berasal dari beberapa tempat,

yakni:

1)

Sampah dari pemukiman penduduk pada suatu pemukiman
biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di
suatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan
biasanya organik, seperti sisa makanan atau sampah yang
bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya.

Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan tempat
tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya
orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat
tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam
memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti
pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya
berupa sisa-sisa makanan, sayuran dan buah busuk, sampah
kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah
lainnya. Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari
sampah dan dalam kegiatannya manusia senantiasa

menghasilkan sampah baik sampah organik maupun non organik.
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Sehingga arti dari pengelolaan sampah menurut Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah (UUPS), yang
dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia
dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang
merupakan sisa dari kegiatan manusia harus dikelola agar tidak
menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.
Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh,
dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan
sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud dalam UUPS meliputi
kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah,
dan pemanfaatan kembali sampah.

Secara umum pengelolaan sampah dilakukan melalui 5
tahapan kegiatan, yakni pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,
pengelolaan dan pemprosesan akhir. menggambarkan secara
sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan
sampah sebagai berikut:

a. Pemilahan merupakan mengelempokkan kegiatan dan
memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, atau sifat
sampah. Tujuan pemilahan sampah vyaitu untuk
mempermudah pengelolaan sampah selanjutnya. Selain
memudahkan pengelolaan sampah, juga menjadikan
masyarakat tidak lagi bergantung dengan Tempat

Pembuangan Akhir (TPA).
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b. Pengumpulan merupakan tindakan lanjutan dari pemilahan
sampah yang bertujuan untuk mengelompokkan jenis sampah
yang setelahnya dapat ditentukan tiindakan yang akan
dilakukan.

c. Pengangkutan. Sampah yang dihasilkan masyarakat akan
diangkut ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebelum
diolah.

d. Pengelolaan, dari Tempat Penampungan Sementara (TPS)
sampah akan diangkut dan dibawa oleh Dinas Lingkungan
menggunakan truk sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir
(TPA).

e. Pemprosesan Akhir adalah tahap akhir dalam pengelolaan
sampah pada tahap ini terjadi di Tempat Pemrosesan Akhir
(TPA), dimana tempat ini untuk memproses dan
mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman
bagi manusia dan lingkungan. (Aris Pratama & Ardiansyah,
2022).

Departemen Pekerjaan Umum (2007) menjelaskan bahwa prinsip

3R dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Prinsip pertama adalah reduce atau reduksi sampah, yaitu upaya
untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan
bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap

sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara
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mengubah pola hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari
yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi
hemat/efisien dan hanya menghasilkan sedikit sampah.

. Prinsip kedua adalah reuse yang berarti menggunakan kembali
bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui
proses pengolahan), seperti menggunakan kertas bolak balik,
menggunakan kembali botol bekas minuman untuk tempat air,
dan lain-lain. Dengan demikian reuse dapat memperpanjang
usia penggunaan barang melalui perawatan dan pemanfaatan kembali
barang secara langsung.

. Prinsip ketiga adalah recycle yang berarti mendaur ulang suatu
bahan yang sudah tidak berguna menjadi bahan lain atau barang
yang baru setelah melalui proses pengolahan. Beberapa sampah
dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat dengan
menggunakan teknologi dan alat yang sederhana, seperti
mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki
dan sebagainya, atau sampah dapur yang berupa sisa-sisa
makanan untuk dijadikan kompos. Dari beberapa pengertian yang
telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan
sampah merupakan kegiatan bertahap yang pada dasarnya
dilakukan untuk mengolah sampah agar dapat diproses menjadi
bentuk lain yang memberikan manfaat dan tidak berbahaya bagi

lingkungan. Pengelolaan sampah yang dimaksud pada penelitian
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ini adalah kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan pada
tingkat rumah tangga, berupa pengurangan pemakaian bahan
yang sulit terurai, pemilahan sampah, pemindahan sampah dari
sumber sampah ke tempat penampungan sementara,
pemanfaatan kembali sampah, serta kegiatan kebersihan seperti
gotong royong untuk kerja bakti di lingkungan tempat tinggal.
2.3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sampah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah merupakan landasan hukum yang
penting bagi penanganan dan pengelolaan sampah di Indonesia.
Undang-Undang ini merespons masalah serius yang berkaitan
dengan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan dampak sosial
ekonomi akibat pengelolaan sampah yang tidak memadai. Dengan
menetapkan prinsip-prinsip berkelanjutan, seperti tanggung jawab
produsen atas produknya, pencegahan, pengurangan, daur ulang,
serta pembuangan akhir yang aman, undang-undang ini mendorong
partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah. Melalui
kewajiban pemerintah daerah, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3), serta pengembangan teknologi yang ramah
lingkungan, Undang-Undang ini memberikan kerangka kerja yang
komprehensif bagi upaya mengelola sampah domestik maupun

industri. Dengan sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran,
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undang-undang ini mendorong penegakan hukum yang lebih ketat
untuk mewujudkan tata kelola sampah yang lebih baik dan
berkelanjutan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah juga memberi perhatian pada kemitraan antara sektor publik
dan swasta untuk mencapai efisiensi dalam pengelolaan sampah.
Dengan fokus pada perencanaan, kebijakan, dan strategi
yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, Undang-Undang
ini mendorong pemerintah daerah untuk mengambil peran yang lebih
aktif dalam menangani masalah sampah. Pengaturan ini juga
mempersyaratkan industri untuk bertanggung jawab dalam
pengelolaan limbah sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan yang
berkelanjutan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2008 menjadi instrumen penting dalam upaya menciptakan
lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan melalui
pengelolaan sampah yang terintegrasi, bertanggung jawab, dan
efisien di Indonesia. Tujuan pengelolaan sampah dalam Undang-
Undang ini yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan
kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber
daya. Pengelolaan sampah diharapkan mengurangi timbunan

sampah sehingga kesehatan masyarakat dapat lebih
ditingkatkan. Pengurangan dan pemilihan sampah juga menjadi

langkah awal dalam pengelolaan sampah sehingga pengelolaan
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sampah lebih ramah lingkungan. Pengelolaan sampah dengan
konsep berkelanjutan dan berwawasan lingkunganmmemiliki tujuan
zero waste sehingga sampah dimanfaatkan sedemikian rupa menjadi
sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Tugas dan Wewenang
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya
pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
Pada bab VI Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah
sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:
1. Pengurangan sampabh terdiri dari:
a. Pembatasan timbulan sampah
b. Pendauran ulang sampah; dan/atau
c. Pemanfaatan kembali sampah
2. Penanganan sampah terdiri dari
a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan
sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah
b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan
sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan
sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu
c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber
dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau
dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat
pemrosesan akhir

d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi,
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dan jumlah sampah; dan/atau
e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian
sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke
media lingkungan secara aman.
2.4.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Bone ini, bertujuan untuk
menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terpadu dan
berkelanjutan, yang melibatkan partisipasi dari masyarakat,
pemerintah, dan sektor swasta. Mencakup berbagai aspek
pengelolaan sampah, termasuk pemilahan sampah berdasarkan
jenisnya, pengumpulan dan pengangkutan yang sesuai dengan
standar lingkungan, serta pengolahan dan pemrosesan akhir yang
menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Pemilahan sampah menjadi lima kategori utama bertujuan untuk
memudahkan pengelolaan, mengurangi dampak negatif terhadap
lingkungan, dan mendorong penggunaan kembali serta daur ulang
material. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam
menyediakan infrastruktur, seperti TPS (Tempat Penampungan
Sementara), TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu), Bank
Sampah Induk, dan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), serta
memastikan fasilitas tersebut memenuhi persyaratan teknis yang
aman dan ramah lingkungan. Peraturan ini juga mengharuskan

produsen mencantumkan label pada produk mereka untuk
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memudahkan pemilahan sampah. Secara keseluruhan, peraturan ini
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab
masyarakat terhadap pengelolaan sampah, serta mendukung upaya
pelestarian lingkungan di Kabupaten Bone. Dengan rincian pasal
sebagai berikut:
Pasal 22
Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b
meliputi kegiatan:
1. Pemilahan;
2. Pengumpulan;
3. Pengangkutan;
4. Pengolahan; dan
5. Pemrosesan akhir sampah.
Pasal 23
1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf a
dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling
sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta
limbah bahan berbahaya dan beracun;
2. Sampah yang mudabh terurai;
3. Sampah yang dapat digunakan kembali;
4. Sampah yang dapat didaur ulang; dan

5. Sampah lainnya.
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2)

Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta
limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a antara lain:

1. Kemasan obat serangga;

2. Kemasan olj;

3. Kemasan obat-obatan;

4. Obat-obatan kadaluarsa;

5. Peralatan listrik; dan

6. Peralatan elektronik rumah tangga.

3) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

4)

o)

huruf b antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan,
dan/atau bagian yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya
dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.
Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan
kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain:

a. Kertas

b. Kardus

c. Botol minuman

d. Kaleng

Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan

kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain:
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a. Sisa kain;
b. Plastik
c. Kertas; dan
d. Kaca
6) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
merupakan residu.
Pasal 24
1) Dalam rangka pemilahan sampah, produsen harus mencantumkan
label atau tanda pada produk dan/atau kemasan produk
berdasarkan jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1).
2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 25
1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan
sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R atau
TPST/ TPA dengan tetap memperhatikan pemilahan sampah
sesuai jenis sampah.
2) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan oleh:
a. Pengelola Kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan

industri dan kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial
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1)

dan fasilitas lainnya wajib melakukan pengumpulan sampah

dan menyediakan TPS dan/atau TPS 3R;
b. Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada

wilayah permukiman.

Pasal 26

Pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga dari tempat
pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung
jawab pengelola sampah di tingkat rukun warga yang dibentuk
oleh Pengurus rukun warga.
Penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah
perorangan/rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
di wilayah permukiman yang dikelola oleh pengurus rukun warga,
menjadi tanggung jawab pengurus rukun warga, dan Pemerintah
Daerah berkewajiban memfasilitasinya sesuai kebutuhan, dan
kondisi sosial — ekonomi masyarakat.

Pasal 27

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c

dilaksanakan dengan cara:

a.

b.

Pengangkutan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

1) Menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah

terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
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2) Melakukan pengangkutan sampah dari TPS, TPST, dan TPS 3R
ke TPA.

c. Pemerintah daerah melayani pengangkutan sesuai dengan jumlah

TPS, TPST, dan TPS 3R.

d. Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat
menyediakan stasiun peralihan antara.
Pasal 28
1) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 huruf d dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. pemadatan,;
b. pengomposan;
c. daur ulang materi;
d. daur ulang energi; dan/atau
e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah
lingkungan.
2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh:

a. setiap orang pada sumbernya;

b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan
industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan
fasilitas lainnya;

c. pemerintah daerah; dan/atau

d. lembaga pengelola sampah.
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Pasal 29

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

huruf e dilakukan dengan menggunakan:
a. metode lahan urug terkendali;

b. metode lahan urug saniter; dan/atau
c. teknologi ramah lingkungan
Pasal 30

1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST, Bank Sampah
Induk dan TPA sesuai dengan kebutuhan.

2) Penyediaan TPS/TPST, Bank Sampah Induk dan TPA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan
teknis pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan.

3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sesuai dengan RTRW.
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2.5.Kerangka Konsep

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau
kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah
yang ingin diteliti. Kerangka konsep bertujuan untuk menghubungkan
atau menjelaskan topik yang akan dibahas (Sugiyono, 2014).
Kerangka pemikiran merupakan garis besar atau rancangan alur
pemikiran secara singkat untuk menjelaskan penelitian secara
keseluruhan Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini antara

lain sebagai berikut:
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Peranan Pemerintah Daerah dalam
Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bone

Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Pengelolaan
Sampah di Kabupaten Bone

1. Faktor Penghambat
a. Sarana dan Pra-sarana
b. Jarak Tempuh
2. Faktor Pendukung
a. Luas lahan
b. Satgas lingkungan
c. Inovasi pemerintah

daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9
Tahun 2023 Tentang Pengelolaan sampah di Kabupaten
Bone meliputi:

1. Pemilahan Sampah

2. Pengumpulan Sampah

3. Pengangkutan Sampah

4. Pengolahan Sampah

5. Pemrosesan akhir Sampah

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
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